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Abstrak
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab serta ganti rugi JNT Cargo dalam mengatasi kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman dan perlindungan hukum yang diberikan oleh JNT Cargo terhadap konsumen. Kegiatan pengangkutan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Dalam sebuah kegiatan pengangkutan tak lepas dari resiko seperti adanya kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman. Hal tersebut menjadikan para pengguna jasa pengiriman barang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan pada JNT Cargo cabang Pedan, Klaten. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengambilan data wawancara, kuesioner dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsumen yang merasa dirugikan terhadap barang pengirimannya berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. JNT Cargo akan bertanggungjawab pada kerusakan barang berupa ganti rugi atau memperbaiki barang terhadap apabila benar dibuktikan akibat kelalaian pihak pengangkut. Pelaksanaan ganti kerugian terhadap barang yang rusak tergantung pada asuransi yang digunakan dengan syarat pengemasan pada barang yang dikirim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat 2.
Kata kunci: Tanggung Jawab, Ganti rugi, Perlindungan hukum, ekspedisi.
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Abstract
The main objective of this research is to evaluate JNT Cargo's responsibility and compensation for dealing with damage to consumer goods during the delivery process and the legal protection provided by JNT Cargo to consumers. Transport activities have a very important role in economic development, especially in the field of trade between producers and consumers. In a transportation activity, there are risks such as damage to consumer goods during the delivery process. This makes users of goods delivery services feel disadvantaged. This research uses qualitative research with a sociological approach. The location of the research was JNT Cargo Pedan branch office, Klaten. The data collected in this research is primary data and secondary data using interview, questionnaire and observation data collection techniques. The results of this research show that consumers who feel disadvantaged by the goods they have delivered have the right to demand compensation from business actors as regulated in Article 7 of Law no. 8 of 1999. JNT Cargo will be responsible for damage to goods in the form of compensation or repair of goods if it is proven to be due to negligence on the part of the carrier. The implementation of compensation for damaged goods depends on the insurance used, provided that the packaging of the goods sent must comply with applicable regulations. Consumers have the right to obtain legal protection if the goods or services they receive do not comply with the agreement. The dispute resolution process that occurs will be carried out in accordance with Law no. 8 of 1999 Article 45 paragraph 2.
Keywords: Liability, Compensation, Legal protection, expedition.

A. PENDAHULUAN
Keberadaan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai zaman modern saat ini. Pengangkutan memiliki peranan yang penting dan sangat luas untuk Pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan antara produsen dan konsumen. Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengangkutan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang.1 ”Pengangkutan” berasal dari kata

1 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan, 2015, hal. 2
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”angkut” yang berarti ”mengangkut”. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi hukum pengangkutan adalah kerangka hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan pengangkutan, termasuk pengangkutan barang, penumpang, serta kargo. Kegiatan pengangkutan mencakup berbagai peraturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi operasi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam industri transportasi. Jenis- jenis pengangkutan yang dikenal oleh Masyarakat pada umumnya ada 3 jenis yaitu pengangkutan udara, pengangkutan darat dan pengangkutan laut. Pengangkutan sebagai proses yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.2
Setiap pelaksanaan pengangkutan khususnya dalam hal pengangkutan barang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku pada saat ini. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.3 Kegiatan pengangkutan harus dilakukan secara nasional agar terwujudnya suatu sistem pola distribusi nasional yang dinamis sehingga dapat meningkatkan daya guna dan nilai. Adanya pengangkutan artinya dapat memungkinkan terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.4 Salah satu Perusahaan jasa pengiriman barang yaitu JNT Cargo. Menggunakan jasa pengiriman JNT Cargo apabila mengirimkan barang dengan beban yang lebih berat biasanya ongkos atau biaya pengirimannya akan lebih murah dibanding menggunakan

2 Idham Manaf & Lenny Nadriana, Hukum Pengangkutan, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2023, hal. 5-6
3 Siti Halilah & Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara, vol.4 No.2, 2021, hal. 59
4 Zainal Asakin, Hukum Dagang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 154
PAUGERAN LAW REVIEW	NAMA PENULIS	JUDUL

jasa pengiriman regular seperti JNT Express. JNT Cargo memiliki syarat berat pengiriman yaitu minimal 11kg dan maksimal 500 KG. Salahsatu kegiatan pengangkutan yang beberapa kali mengalami kerusakan barang saat proses pengiriman yaitu pada JNT Cargo di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
Pengguna jasa pengiriman barang harus mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha. Kontrak pengangkutan mengandung banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang konsumen pada saat proses pengiriman. Tetapi, terkadang pihak Perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi enggan bertanggung jawab atau ganti rugi dengan alasan yang dibuatnya. Hukum tetaplah hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dengan tegas dan berlaku adil. Seperti halnya hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, sebagai konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta kompensasi ganti rugi. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga dan kerugian yang telah dideritanya.5

B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari

5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000, hal. 63
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satu atau lebih variable terikat dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu itu.6

C. PEMBAHASAN
Ekspedisi, yaitu usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.7 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada periode 15 Mei – 15 Juni 2024 dengan Pihak JNT Cargo cabang Pedan 19B dan pengguna jasa atau konsumen JNT Cargo cabang Pedan 19B, diperoleh informasi bahwa pernah terjadi suatu masalah kerusakan barang pada saat proses pengiriman yang disebabkan oleh kelalaian ekspedisi. Konsumen JNT Cargo bernama Mas Nugroho yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan pernah mengalami kerusakan pada barang pengirimannya menggunakan jasa pengiriman JNT Cargo. Masalah yang dialami oleh Mas Nugroho yaitu barang yang dikirimnya mengalami kerusakan ketika barang tersebut sampai ke pihak penerima, padahal Mas Nugroho sudah memenuhi standar pengemasan yang sudah ditentukan oleh JNT Cargo.
1. Tanggung Jawab JNT Cargo dalam mengatasi kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman
Menurut R. Subekti perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain

6 Mely G. Tan, Metode-metode penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm 45.
7 Agus Sardjono, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 115
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menyanggupi akan membayar ongkosnya.8 Sedangkan perjanjian pengangkutan saling berkaitan satu dengan yang lainnya dimana pihak pengangkut barang melakukan suatu perjanjian utnuk mengadakan pengangkutan barang yang berawal dari suatu tempat ke tempat lainnya, lalu pihak pengirim barang membayar biaya angkutan yang telah disepakati.9 Tetapi boleh juga menggunakan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.10 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum apabila menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Maksud dari Pasal ini adalah setiap orang yang merasa dirugikan karena kelalaian pelaku usaha berhak menuntut ganti kerugian. Kasus kerusakan barang pada saat proses pengiriman, Mas Nugroho sebagai konsumen JNT Cargo mengatakan barang yang dikirimnya pada saat itu berupa dandang bakso berbahan alumunium yang sudah memenuhi standar pengemasan. Tetapi pada saat barang tersebut diterima oleh pihak penerima barang dalam keadaan rusak pada bagian tutup.
Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Perusahaan jasa pengiriman jika terjadi suatu masalah pada barang pengirimannya yaitu :
a. Perusahaan ekspedisi harus bertanggung jawab atas barang yang rusak dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang.


8 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Penerbit Alumni, 1979, hal. 81
9 Zainal Asikin, Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 165
10 Salim, Hukum Perjanjian teori dan praktik penyusunan perjanjian, Jakarta: Sinar Gafika, 2008, hal. 33
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b. Bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya.
c. Klaim asuransi atau ganti kerugian
d. Penanganan kompensasi kepada konsumen terhadap kerugian akibat terjadinya kerusakan barang pada saat proses pengiriman
Perlu diketahui bahwa tidak semua kasus kerusakan akan mendapat ganti rugi. Penilaian ganti kerugian akan dilihat terlebih dahulu dari segi barang dan pengemasannya. Kerusakan barang yang sering terjadi merupakan barang yang berbahan kaca mudah pecah dan kayu mudah patah. Sesuai dengan syarat dan ketentuan pengemasan barang pada JNT Cargo cabang Pedan 19B, sebaiknya barang dikemas dengan 3 lapisan yaitu Bubble warp agar barang terlindungi jika terlempar, plastik agar tidak terkena air dan kayu atau kardus agar barang lebih terlindungi jika terlempar atau tertindih benda lain. Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa ekspeditur bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan, kecuali :
a. Keadaan memaksa11
b. Cacat barang itu sendiri
c. Kesalahan dan kelalaian pengirim itu sendiri
Kepastian hukum, yang dimaksudkan agar pelaku usaha mampu menaati hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen.12 Ganti rugi pada barang yang hilang atau rusak



11 Saharuddin Daming & Tri Adi, Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 8 No. 2, 2021, hal. 153 & 165
12 Siahaan N.H.T, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hal. 82
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tertera pada syarat dan ketentuan pengiriman JNT Cargo pada poin 7,8,9,10 yang berbunyi :
· Poin 7 : Pihak pengirim wajib bertanggung jawab untuk melindungin barang kirimannya dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Apabila pengirim tidak menambah asuransi, maka penggantian barang kiriman yang hilang atau rusak akan diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
· Poin 8 : JNT Cargo tidak memberikan ganti rugi kepada pihak pengirim akibat dari kejadian atau hal-hal diluar kemampuan control JNT Cargo atau kerusakan yang diakibatkan adanya bencana alam.
· Poin 9 : Apabila tidak ada keluhan dari pihak penerima barang saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan sesuai.
· Poin 10 : Pengaduan atau klaim atas kehilangan atau kerusakan harus diajukan oleh pihak pengirim, bukan pihak penerima barang selambat
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi kerusakan barang pada saat proses pengiriman
Adanya kesepakatan untuk mengikat diri, artinya pihak pengangkut dan pengirim barang yang melakukan perjanjian telah sependapat dengan isi yang telah dicantumkan dalam perjanjian itu.13 Pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan jasa yang berlaku.14 Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang

13 Komariah, Hukum perdata, Malang: UMM Press, 2008, hal. 175
14 Rio Nababan, dkk, Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh Perusahaan ekspedisi, Jurnal magister hukum universitas HKBO Nommensen, Vol. 5 No. 2, 2021, hal. 16
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tidak diinginkan, pemerintah Indonesia membuat peraturan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Tujuan Perlindungan Konsumen tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu :
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.15






15 Meilina & Imam, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen, Jurnal USM Law, vol.5 No.2, 2022, hal. 838
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D. KESIMPULAN
1. Tanggung jawab JNT Cargo dalam mengatasi kerusakan barang konsumen pada saat proses pengiriman yaitu memberikan pelayanan yang baik selama proses pelaporan, memperbaiki barang tersebut jika nilai kerusakannya tidak terlalu fatal dan mengganti kerugian dengan uang apabila nilai kerusakannya besar dan disebabkan oleh pihak jasa pengiriman. Hal ini akan dilihat terlebih dahulu dimana letak faktor kesalahannya. Jika kerusakan barang dimulai sejak pengirim menyerahkan barang atau pengirim tidak memenuhi standar pengemasan barang maka JNT Cargo tidak memiliki hak untuk bertanggung jawab atau ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Tanggung jawab jasa pengiriman barang berpedoman pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti kerugian dalam mengatasi kerusakan barang konsumen berpedoman pada Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yaitu Konsumen berhak menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha yang wajib diganti. Ketentuan biaya ganti rugi pada barang yang rusak akibat kelalaian pihak jasa pengirim tergantung berdasarkan harga barang dan biaya asuransi yang dikeluarkan oleh pihak pengirim barang.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi kerusakan barang pada saat proses pengiriman tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf a yang menjelaskan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.” Konsumen yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian jasa pengiriman barang berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Dalam hal ini berpedoman pada
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Pasal 4 huruf h yang menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”. Apabila pihak jasa pengiriman tidak mau mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi, tergantung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.
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